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Abstract

Writing This article aims to identify the Auction as Instruments Mortgage Guarantee in the sale of goods 

when viewed under Islamic law as a resul t of a default or fai l to pay. The development of economic law of 

Islam in Indonesia one of them in Islamic banking with bail bonding process carried out so far based on the 

About Mortgage. Conducting comparative law governing with and viewed as normative analysis of collateral 

Mortgage is done based on the rule of Islamic law based on the Quran, Al Hadith, Ijma’ . Auction Application 

of collateral Mortgage there needs to be adjustments in particular, in making binding guarantee for Islamic 

Islamic law perspective. 
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A. Pendahuluan

Per k embangan zaman mendor ong 

adalah di dalam sistem perbankan. Bank sebagai 

perbankan di  Indonesia sangat pesat terutama 

perkembangan perbankan di  sektor perbankan 

konvensional.
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perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan 

penghimpunan dana dari  sebelum disalurkan 

dalam hukum Islam serta untuk non muslim dapat 

dijalankan.

jaminan.

landasan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian 

tersebut dibuat oleh lembaga hukum dengan tujuan 

untuk melindungi kedua belah pihak baik pada 

bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan inilah 

agunan adalah :

kepada bank dalam rangka mendapatkan 

dalam hukum perbankan Konvensional di Indonesia. 

jaminan kebendaan secara hukum perdata positif 

mengenai pengikatan terhadap barang jaminan bagi 

Pelaksanaaan pengikatan terhadap barang jaminan 

dengan perjanjian pengikatan berupa Surat Kuasa 

oleh Nasabah dan Bank selaku penerima jaminan. 

pihak tersebut diatas apabila terjadi wanprestasi 

lelang barang jaminan. Pelaksanaan Lelang untuk 

Perspektif Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian didalam Penulisan artikel ini 

adalah penelitian hukum normatif atau memiliki 

doctrinal 

research). Penelitian hukum seperti itu mengenal 

l ibrary research). 

Dalam hal ini Ilmu hukum dipahami sebagai 
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menelaah hukum sebagai sistem kaidah-kaidah 

dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga 

dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu 

kaidah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jaminan Kebendaan Perspektif Hukum 

Islam

Jaminan dalam Hukum Islam untuk 

jaminan Kebendaan disebut dengan Al Rahn 

al-rahn 

Akad al  r ahn dalam 

istilah hukum positif disebut dengan barang 

jaminan/agunan. Sedangkan menurut istilah ar-

rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya 

sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

seperti menjadikan sawah sebagai jaminan 

ar-rahn adalah: Menjadikan materi 

(barang) sebagai jaminan utang, yang dapat 

di jadikan pembayar  utang apabi la orang 

yang berutang tidak bias membayar utangnya 

i tu. Def inisi  ini  mengandung pengertian 

dikemukakan ulama madzhab Maliki. Barang 

jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak 

kedua belah pihak.

Barang jaminan itu telah dikuasai oleh 

ar-rahn bersifat 

mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab 

dalam penjualan barang jaminan i tu ada 

Penerapan didalam sudut pandang rahn 

a. rahn 

qardh) kepada 

rah) kepada 

bank dalam kaitan rahn 

b. Rahn sebagai produk pelengkap adalah 

accesoir ) terhadap 

produk produk lain seperti pada saat ada 

rahn)

sebagai konsekuensi dari  pelaksanaan 

prudential banking).

Sehubungan penger t i an agunan 

sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 

dan prinsip-prinsip Rahn

bahwa rahn identik sebagai agunan walaupun 

secara jelas dan gamblang akan tetapi ada 

belum diatur secara tegas mengenai Jaminan.

kemaslahatan).

Kemasal ahatan di i mpl ementasi kan 

dalam hubungan hukum digunakan untuk 

menahan harta akan tetapi untuk menghindari 

meminjam uang  terjadi  sal ing tanggung 

2. Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan 

Perspektif Hukum Islam 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga 
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meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

dimulai dari saat orang seseorang akan menjual 

tersebit tidak jadi untuk dijual.

Lelang jaminan adalah salah satu bentuk 

Pelaksanaan lelang barang jaminan didasari 

seseorang atau korporasi untuk mendapatkan 

kredit dari debitor kepada kreditor. Pelaksanaan 

lelang di  Indonesia sudah dimulai  sejak 

mulai diatur dan dibuat secara tertulis sejak 

mengatur mengenai pelaksanaan penjualan 

di muka umum. Setelah Indonesia merdeka 

selain tetap berpegang dengan Vendu reglement 

tentang tata cara pelaksanaan lelang. 

Asas Lelang berdasar penjelasan Habib 

lelang sepanjang tidak di larang oleh 

pelaksanaan lelang harus didahului dengan 

pengumuman lelang. Asas ini juga untuk 

mencegah terjadi  praktek persaingan 

bahwa dalam proses pelaksanaan lelang 

harus dapat memenuhi  rasa keadi lan 

secara proposional  bagi setiap pihak 

Lelang kepada peserta lelang tertentu atau 

Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi 

penjual tidak boleh menentukan nilai limit 

merugikan pihak tereksekusi.

pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan 

mempertahankan dan melaksanakan hak 

lelang dilakukan dengan cepat dan dengan 

telah ditentukan dan pembeli disahkan pada 

saat itu juga.

Lelang dapat dipertanggungjawabkan 

kepada semua pihak berkepentingan 

Pertanggungjawaban Pejabat Lelang 
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mel i put i  admi ni st rasi  l el ang dan 

pengelolaan uang lelang.

Jaminan berasal dari terjemahan istilah 

zakerheid auat cautie

sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang 

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan 

timbul dari suatu perikatan.

dimaksud dengan Hak tanggungan atas tanah 

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa 

pelelangan umum atas benda tidak bergerak 

lain. Kedudukan diutamakan tersebut tidak 

mengurangi hak preferensi piutang-piutang 

negara apabila terjadi Wanprestasi. Pasal 6 

tersebut dapat dieksekusi dengan pelelangan 

Pemberian jaminan kebendaan dalam 

bentuk pengikatan jaminan secara formi l 

dalam hukum Islam diperbolehkan. Adapun 

perikatan Jaminan sebagai jaminan kebendaan 

lebih mendalam dan seksama berdasar hukum 

kepada kewajiban kewajiban nasabah sebagai 

debitur dan tidak mengatur hak hak nasabah 

dalam pengikatan jamianan kebendaan dalam 

asas keseimbangan dan keadilan dalam Akta 

dibuat berdasarkan hal tersebut dapat dilihat 

dalam perjanjian pokok untuk dituangkan dan 

disesuaikan dengan akta perikatan.

Mengenai format akta harus disesuaikan 

pihak wajib menaati dan melaksanakan isi dan 

Jaminan tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan 

apabila tidak sesuai dengan aturan hukum islam 

fasakh) dan tidak dapat 

dilaksanakan dan sesuai :
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad i tu[ 388] . Dihalalkan bagimu 

bi natang ter nak, kecual i  yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang menger jakan haj i . 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[ 388]  Aqad (per j anj i an) mencakup: 

janj i prasetia hamba kepada Al lah dan 

Per janj ian yang dibuat oleh manusia 
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dalam pergaulan sesamanya.

menjadi terikat dan harus memenuhi klausa 

Berdasarkan anal isisi  diatas maka untuk 

pembuatan Akta Perikatan Jaminan dalam 

bentuk apapun berdasarkan Undang Undang 

bagi pemberi Jaminan dan Pemegang Jaminan 

tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan 

ketentuan hukum Islam berdasar Al Quran dan 

hukum islam sebab hal tersebut adalah  salah 

satu usaha bagi umat islam untuk menerapkan 

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama 

sekali di dalam Al Quran dan literatur hukum 

dalam Islam. Hukum Islam dalam Al Quran 

Islamic 

Law”  dari literatur barat.

perdata terkait dengan muamalah dalam arti 

pinjam meminjam.

orang Islam dituntut untuk senatiasa berpegang 

teguh pada ajaran ajaran Islam sebagai sumber 

prinsip prinsip muamalah dalam Islam Ahmad 

lain oleh Al Quran dan sunah  rosul.

muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela 

tanpa mengandung unsur unsur paksaan.

c. M uamal ah di l akukan atas dasar 

pertimbangkan mendatangkan manfaat 

dan mengindarkan madarat dalam hidup 

a. Kaidah Hukum Dasar Muamalat adalah 

Boleh

bidang ekonomi adalah boleh kecuali ada 

nash

Segala sesuatu tindakan ekonomi 

dalam Islam Boleh dilakukan  tidak ada 

hukum dan perjanjian apapundapat dibuat 

sejauh tidak ada larangan khusus mengenai 

perjanjian tersebut.

b. Kaidah Hukum tentang Kemaslahatan

Kaidah kedua adalah mengenai 

kemsl ahatan 

mur sal ah kemasl ahatan

adalah lawan dari mafsadat

bahwa suatu kemaslahatan menjadi tujuan 

boleh merugikan orang lain membuat 

menjadikan konsekuensi hukum sebagai 

berikut : 

gharar) dalam 

transaksi jual beli karena menimbulkan 

penjual dan menimbulkan kerugian 

dan kesusahan kepada pihak pembeli.

hal  tersebut dapat menimbulkan 

kemadharatan dan kesusahan terhadap 

orang lain.

3) Pemberi an hak syuf ’ ah untuk 

oleh pembeli ataupun partner baru.
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sama.    

c. Kaidah Hukum mendatangkan kemaslahatan 

dan meninggalkan kemudharatan.

Kaidah hukum ini untuk melakukan 

d. Kaidah hukum tentang saling menerima 

r idha)

Dalam transaksi harus ada sal ing 

terkait.
“ hukum asal dalam transaksi adalah 

ker idhaan kedua belah pihak yang 

berakad, hasi lnya adalah ber laku 

sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah 

akad apabi la salah satu pihak dalam 

keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga 

merasa tertipu. Hal ini terjadi ketika waktu 

salah satu pihak merasa tertipu  akad 

merasa tertipu kerena kerugian oleh penjual 

r idha) adalah sikap batin 

dan kobul harus dibuat jelas dan detail. 

Sehingga dapat diterjemahkan dengan baik 

Adapun dasar suka sama suka diantara 

ikrah) jharus ditolak dan 

bersabda dalam hadist :
“ sesungguhnya jual  bel i  i tu hanya 

boleh dilakukan atas dasar kerelaan 

(antara kedua belah pihak)”  (HR. 

Ibnu Majah dan al Baihaqi).

e. Kaidah hukum tentang memperingan dan 

mempermudah bukan mempersulit 

Kaidah ini  merupakan garis besar 

diperi ngan dan di permudah bukan 

diperberat atau dipersulit. Setiap pemikul 

mukallaf) dapat diperingan dan 

rukhshah) atau diperringan 

lain lain.dalam khaidah ini dalam bidang 

Khi yar 

transaksi.

f. K ai dah hukum tentang l arangan 

kemanfaatan utang bagi piutang

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam 

utang piutang di larang menambahkan 

hal ini dapat dikategorikan riba. Utang 

muqridh

berlandaskan pada hadith rosul :
“ Rosul u l l ah SAW memi nj am 

(berhutang) kepada seorang seekor 

unta yang sudah berumur tertentu. 

Kemudian bel iau mengembal i kan 

pinjaman tersebut dengan unta yang 

berumur yang lebih baik dari  yang 

bel iau pinjam, dan bel iau berkata 

sebaik baiknya kamu adalah yang 

mengembalikan pinjamannya dengan 

sesuatu yang lebih baik (dar i yang 

dipinjamkan)”

Hadist di atas menunjukkan bahwa 

nabi Muhammad SAW pernah  melakukan 

unta. 

g. Kaidah hukum berdasarkan kebiasaan 

(‘Urf)
“ Adat (kebi asaaan masyar akat) 

dijadikan dasar penetapan hukum”
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al-‘adat dan al-‘urf. Adat 

terus menerus dilakukan oleh manusia 

lantaran dapat diterima akal dan secara terus 

‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan 

dimana jiwa merasakan suatu ketenangan 

sejalan dengan logika dan dapat diterima 

disepakati  oleh berbagai pemikir dan 

di lakukan di  kalangan i lmuan hukum 

urf  dalah bentuk bentuk 

dan telah berlangsung secara konsisten 

suatu ‘urf  tersebut bertentangan dengan 

Al Quran dan Hadist urf tersebut ditolak 

mardud). Mengenai ‘ ur f untuk kaidah 

ini dalam bidang ekonomi maupun untuk 

urusan umum telah disepakati dijadikan 

kaidah utama. Dijadikan rujukan untuk 

bidang ibadah dan muamalah sekaligus. 

3. Lelang dalam Perspektif Hukum Islam

keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat 

dalam rangka mencari karunia Allah berupa 

auction) menurut pengertian 

transaksi muamalah kontemporer dikenal 

sebagai bentuk penjualan barang di depan umum 

kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa 

penawaran barang tertentu kepada penawar 

Dutch Auction

naik).

lelang disebut dengan istilah Bai’ Al Muzayadah 

penjualan di depan umum dengan sistem tawar 

D. Kesimpulan

berguna sebagai salah satu cara penjualan barang 

jaminan Hak tanggungan apabila nasabah mengalami 

wanprestasi. Pelaksanaan penjualan barang jaminan 

tidak sesuai ketentuan hukum Islam.

E. Saran

Penulis dalam tulisan ini mendorong pemerintah 

untuk bisa membuat aturan khusus mengenai 

penjaminan atas barang jaminan untuk transaksi 
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untuk proses eksekusi barang jaminan dengan 

penjualan barang jaminan dengan penjualan lelang 

dapat terpenuhi dan sesuai jika dilihat dari Hukum 

Islam.
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